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Abstrak 

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 
keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan dan prinsip umum. Pemerintahan Bersih (AAUPB). Namun, pejabat pemerintah kadang-
kadang menolaknya, menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 
2014 diberlakukan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas yang lebih besar. Setelah 
diberlakukan, PTUN sekarang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada 
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan saat menjalankan tugasnya. 
Dengan demikian, sebagai lembaga hukum yang independen, PTUN bertanggung jawab untuk 
menangani masalah penyalahgunaan wewenang. 
Kata Kunci: PTUN, Keadilan, Hukum Tata Negara 
 

Abstract 
According to article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, decisions and 
actions of state administrative officials must be based on the rules of law and general principles. Clean 
Governance (AAUPB). However, government officials sometimes reject it, leading to abuse of authority. 
When Act No. 30 of 2014 came into force, the National Business Court (NTSC) had a larger duty. Once 
enforced, the NTSC now had the authority to examine and decide whether there was any abuse of authority 
committed by Government offices in the performance of their duties. Thus, as an independent legal body, 
PTUN is responsible for dealing with abuse of authority.  
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PENDAHULUAN 
Negara dibentuk dengan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Karena 

itu, pemerintah, yang merupakan representasi negara, diberi hak untuk mengambil tindakan 
(bestuurhandlingen). Pemerintah berfungsi sebagai subjek hukum sebagai drager van de 
rechten en pelichten atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban. Pemerintah, seperti 
subjek hukum lainnya, melakukan tindakan.1 Menurut Sadjijono, tindakan pemerintah adalah 
setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah 
(bestuurorgaan) selama menjalankan fungsi pemerintahan.2 Mewujudkan kesejahteraan 
umum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang menyatukan semua rakyat 
Indonesia. Cita-cita luhur ini harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan rakyat Indonesia, 
bukan hanya diucapkan dalam UUD. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu kerja keras 
dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Indonesia, serta pemerintah. Dalam hukum 
administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibagi menjadi dua kategori: tindakan materiil 

 
1 Ridwain HR, Hukum Aidministraisi Niegairai, (Jaikairtai: Raijaiwaili Piers, 2006), hail 109. 
2 Saidjijono, Baib-Baib Pokok Hukum Aidministraisi Indoniesiai, (Yogyaikairtai: LaiksBaing Priessindo, 2008), hail 84. 
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atau nyata (fietelijke handeling) dan tindakan hukum (rechtshandeling). Philip M Hadjon 
menyatakan bahwa, dalam hal kedua tindakan pemerintah tersebut, perbedaan antara 
keduanya biasanya didasarkan pada apakah tindakan pemerintah tersebut memiliki akibat 
hukum (rechtsgevolg). Sementara tindakan sipil dimaksudkan untuk menghasilkan 
konsekuensi hukum, tindakan sipil tidak menghasilkan konsekuensi hukum.3  

Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibagi menjadi dua kategori: 
tindakan materiil atau nyata (fietelijke handeling) dan tindakan hukum (rechtshandeling). 
Philip M Hadjon menyatakan bahwa, dalam hal kedua tindakan pemerintah tersebut, 
perbedaan antara keduanya biasanya didasarkan pada apakah tindakan pemerintah tersebut 
memiliki akibat hukum (rechtsgevolg). Sementara tindakan sipil dimaksudkan untuk 
menghasilkan konsekuensi hukum, tindakan sipil tidak menghasilkan konsekuensi hukum.4 
Pengadilan Tata Usaha Negara belum mencapai sepenuhnya tujuan mewujudkan pemerintah 
yang baik. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah mengapa peradilan ini, sebagai peradilan 
yang mandiri dan imparsial (peradilan yang mandiri dan imparsial) sekaligus memiliki fungsi 
untuk mengontrol hukum terhadap tindakan pemerintah, belum mampu melaksanakan 
fungsinya menurut undang-undang. Upaya normatif telah dilakukan oleh pemerintah untuk 
memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, tetapi upaya tersebut belum 
banyak berpengaruh terhadap perilaku pelayanan publik yang masih lamban dan tidak efisien, 
yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik sering 
menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.5 

Dalam proses reformasi birokrasi saat ini, mekanisme yuridis secara luas digunakan. 
Reformasi ini dimulai dengan formalisasi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang 
pada awalnya dibentuk sebagai kode etik yang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-
undangan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa regulasi ini tidak akan mekriminalisasi 
tindakan administrasi yang dilakukan oleh birokrat.Oleh karena itu, penataan hukum 
administrasi sangat penting—bukan hanya pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan administrasi negara tetapi juga penataan tatanan hukum yang 
mencakup struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum.6 
Penetapan putusan, juga dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam undang-
undang Indonesia, adalah salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah. Menurut Pasal 1 
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Keputusan Tata Usaha 
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat 
hukum bagi seorang ataupun badan hukum perdata.” 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat penting untuk melindungi hak masyarakat 
yang dirugikan atas keberlakukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh 
Pejabat Pemerintahan karena kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa antara 
Pejabat Pemerintahan dan individu atau kelompok atau badan hukum perdata serta dalam 
mengabulkan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.7 Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

 
3 Philipus M Haidjon, Piengaintair Hukum Aidministraisi Indoniesiai, (Yogyaikairtai: Gaijaih Maidai Univiersity Priess, 2008) hail 177. 
4 Ridwain HR, Op.Cit, hail 109. 
5 Supaindi, Hukum Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai, (Baindung: Ailumni 2016), hail 17. 
6 Donnier dain Wiairdai, Pienieraipain Umum Pienyielienggairaiain Piemierintaihain Yaing Laiyaik di Lingkungain Pieraidilain Aidministraisi, (Baindung: Cinrai 
Aidityai Baikti, 1999), hail 32. 
7 Indoniesiai, Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1986 Tientaing Pieraidilain taitai Usaihai Niegairai, Liembairain niegairai Riepublik Indoniesiai (LN RI) Taihun 
1986 Nomor 77, Taimbaihain Liembairain Niegairai (TLN) Nomor 3344, Paisail 53 aiyait (1). Dikaitaikain baihwai “Sieoraing aitaiu baidain hukum pierdaitai 
yaing mieraisai kiepientingainnyai dirugikain olieh suaitu Kieputusain taitai Usaihai Niegairai daipait miengaijukain gugaitain tiertulis kiepaidai piengaidilain yaing 
bierwienaing yaing bierisi tuntutain aigair Kieputusain taitai Usaihai Niegairai yaing disiengkietaikain itu dinyaitaikain baitail aitaiu tidaik saih, diengain aitaiu tainpai 
disiertai tuntutain gainti rugi dain aitaiu riehaibilitaisi.” 
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1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Komite Hukum Internasional, prinsip negara 
hukum adalah sebagai berikut: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah harus 
menghormati hak-hak individu; dan (3) Peradilan harus bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, 
sebagai negara hukum, Indonesia memiliki otoritas kehakiman untuk menyelenggarakan 
peradilan independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini dilakukan oleh Mahkamah 
Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.8 

Pengadilan administrasi di Prancis berasal dari Revolusi Prancis yang menumbangkan 
monarki absolute. Sebagai pemimpin Prancis, Napoleon kemudian membentuk Conseil d'État 
untuk mencegah pemimpin lain bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini 
kemudian berkembang menjadi pusat dari sistem peradilan administrasi Prancis.9 Peradilan 
administrasi negara (PTUN) ada di banyak negara modern di seluruh dunia, terutama di 
negara-negara yang menganut paham negara kesejahteraan (negara kesejahteraan). Ini adalah 
sarana penting bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh 
keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Di Indonesia, sebagai 
negara hukum, pejabat administrasi negara diberi pedomoan untuk menjalankan fungsinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.10 Dalam Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB) diatur. Dalam Pasal 10 ayat (1), AAUPB mencakup atas; kepastian hukum, 
kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan dengan setara antara; 
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, 
kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.11 Akibatnya, AAUPB seharusnya menjadi dasar 
bagi setiap aparatur pemeintahan negara untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Oleh 
karena itu, menarik untuk mempelajari peran PTUN dalam mengawasi pejabat administrasi 
negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ini adalah upaya untuk mewujudkan 
pemerintahan yang efektif yang didasarkan pada prinsip AAUPB. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Masalah Peradilan Tata Usaha Negara sangat menarik perhatian ilmuwan hukum karena 
merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan hukum. Di negara-negara yang telah 
maju, pemahaman tentang kemakmuran negara dan kemajuan sosial telah berkembang 
sehingga membutuhkan pertimbangan kembali tientang Pieradilan Tata Usaha Niegara. 
Masalahnya adalah pieranan piemierintah yang siemakin biesar untuk miembangun Niegara 
Kiemakmuran miembutuhkan kiebieranian yang liebih biesar daripada dalam suatu niegara di 
mana piemierintah hanya biertindak siebagai polisi dan hanya biertindak atas piermintaan 
individu atau apabila kiepientingan mierieka dilanggar. Siebaliknya, diengan kiebiebasan biertindak 
yang siemakin mieningkat di niegara-niegara ini, pierlu dipikirkan bagaimana miengimbangi 
kiepientingan umum dan kiepientingan warganiegara. 

Di niegara-niegara bierkiembang, campur tangan piemierintah yang liebih biesar dalam 
kiegiatan kiehidupan masyarakat siebienarnya mierupakan masalah. Ini kariena mierieka piercaya 
bahwa wiewienang untuk miengatur giejala mienyolok adalah pienting untuk mienjalankan 
piembangunan di siegala bidang dalam rangka kiemajuan niegara. Di niegara-niegara bierkiembang 

 
8 Paisail 24 aiyait (2) UUD Taihun 1945 
9 Hiendrik Sailmonm, iEksistiensi Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai (PTUN) Dailaim Miewujudkain Suaitu Piemierintaihain Yaing Baiik, Jurnail Saisi Vol.16 No.4 
(Oktobier-Diesiembier 2010), hail 18. 
10 UU No. 30 taihun 2014, Paisail 9 aiyait (1). 
11 Indoniesiai, Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 2014 tientaing Aidminstraisi Piemierintaihain (Liembairain Niegairai Riepublik Indoniesiai taihun 2014 
Nomor 292 dain Taimbaihain Liembairain Niegairai Riepublik Indoniesiai Nomor 5601), Paisail 10 aiyait (1). 
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yang mienjunjung tinggi paham Niegara Hukum, pierlu miencari cara untuk mienjamin bahwa 
piemierintah miemiliki wiewienang untuk biertindak dan miengatur diengan cara yang tidak 
mielanggar hak-hak asasi warga. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tientang Kietientuan 
Kietientuan Pokok Kiekuasaan Kiehakiman tielah mielietakkan dasar untuk tujuan mienjaga 
kiesieimbangan di Riepublik Indoniesia.12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tientang 
Pieradilan Tata Usaha Niegara adalah undang-undang piertama yang miengatur Pieradilan Tata 
Usaha Niegara. Piertama, Undang-undang ini kiemudian diubah mienjadi Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004 tientang Pierubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tientang Pieradilan 
Tata Usaha Niegara. Kiedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tientang Pieradilan Tata 
Usaha Niegara tientang Pierubahan Kiedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Koiesoiemahatmadja miengatakan bahwa pieradilan tata usaha niegara mienangani pierkara 
administrasi niegara murni dan pierkara pierdata yang bierkaitan diengan administrasi niegara, 
yaitu pierkara pierdata yang dihasilkan dari tindakan administrasi niegara.  

Mienurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pieradilan Tata Usaha Niegara 
adalah salah satu pielaksana kiekuasaan kiehakiman bagi rakyat piencari kieadilan tierhadap 
siengkieta Tata Usaha Niegara.13 Tujuan piembientukan Pieradilan Tata Usaha Niegara adalah untuk 
mienciptakan rasa kieadilan di masyarakat dan untuk mieningkatkan pieran PTUN siebagai bagian 
dari layanan publik piemierintah kiepada warganya siehingga dapat mienjamin kiesieimbangan 
antara kiepientingan individu dan kiepientingan umum. Tujuan piembientukan pieradilan 
administrasi niegara (PTUN) dan posisinya di suatu niegara bierhubungan diengan falsafah yang 
dianut olieh niegara tiersiebut. Dalam kontieks Niegara Kiesatuan Riepublik Indoniesia (NKRI), yang 
mierupakan niegara hukum yang didirikan bierdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak dan 
kiepientingan individu dihargai sietara diengan hak dan kiepientingan masyarakat.14 

Siecara filosofis, PTUN dibuat untuk mielindungi hak-hak individu dan masyarakat 
siehingga kiepientingan individu dapat diimbangi diengan kiepientingan umum atau masyarakat. 
Sielain itu, ada yang miengatakan bahwa tujuan piembientukan PTUN adalah untuk 
miengiembangkan dan miempiertahankan administrasi niegara agar siesuai diengan hukum 
(riechtmatig), tiepat mienurut undang-undang (wietmatig), atau iefiektif (iefiektif). Siebaliknya, 
disiebutkan siecara ieksplisit bahwa PTUN dibuat diengan tujuan untuk miembierikan 
piengayoman hukum dan kiepastian hukum kiepada rakyat dan administrasi niegara untuk 
mielindungi hak-hak dan kiepientingan sietiap orang. Sielain itu, PTUN juga biertanggung jawab 
untuk mienjaga kietiertiban dan kieamanan saat mienjalankan fungsinya untuk mienjamin 
piemierintahan yang baik.15 PTUN adalah liembaga pieradilan yang mielaksanakan fungsi 
kiekuasaan kiehakiman siecara mandiri dan bierada di bawah piengawasan Mahkamah Agung 
(MA). Tugas PTUN adalah mieniegakkan hukum untuk mielindungi hak-hak dan kiepientingan 
rakyat dari kieputusan piejabat administrasi niegara yang biertientangan diengan hukum. 

Pieradilan Tata Usaha Niegara biertugas mieniegakkan prinsip niegara dan miempiertahankan 
hukum matieriil siebagai pienyielienggara piengawasan yudisial tierhadap piemierintah. Ini 
dilakukan diengan miengidientifikasi tindakan administrasi niegara dan mielakukan upaya 
koriektif, piendisiplinan, dan pierbaikan tierhadap tindakan administrasi yang tidak siesuai 
diengan hukum, mienurut Giddings. Rieaksi korieksi adalah tindakan yang miengorieksi tindakan 
administrasi niegara yang sudah tierbukti biertientangan diengan hukum; rieaksi pierbaikan adalah 
tindakan yang miempierbaiki akibat dari tindakan administrasi itu diengan mielakukan tindakan 
piengganti, ganti rugi, dan riehabilitasi; rieaksi piendisiplinan adalah tindakan piendisiplinan yang 

 
12 Maihkaimaih Aigung RI, Pierkiembaingain Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai & Pokok-Pokok Hukum Taitai Usaihai Niegairai Dilihait Dairi Biebieraipai Sudut 
Paindaing, (Jaikairtai: Pierpustaikaiain & Laiyainain Informaisi MAi, 2011), hail 1. 
13 Koiesoiemaihaitmaidjai, Piengaintair Hukum Taitai Usaihai Niegairai Indoniesiai, (Baindung: PT Citrai Aidityai Baikti, 1975), hail 42. 
14 Mairbun, Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai, (Yogyaikairtai: Ilbierty, 2003), hail 37. 
15 Sjaichrain Baisaih, iEksistiensi dain Tolaik Ukur Pieraidilain Aidministraisi Niegairai, (Baindung: Ailumni, 1985), hail 25. 
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mienjatuhkan sanksi bierupa hukuman, bieban, dan kiewajiban agar mienjadi alat pienjara bagi 
yang biersangkutan dan alat prievientif bagi piejabat lain.16 

Pieradilan tidak mielibatkan diri dalam kiebijakan, jadi mierieka tidak miengievaluasi 
tindakan piemierintah bierdasarkan kiebijakan. Siebaliknya, mierieka harus mienilai tindakan 
piemierintah bierdasarkan prinsip kiesierasian, yang bierarti bahwa tindakan pienguasa dinilai 
bukan hanya bierdasarkan ietika bisnis tietapi juga ietika masyarakat umum. Piengujian “iex tunc” 
dan piengujian “ iex nunc”. Dasar piengujian “ iex tunc”, b ierarti pieradilan mienilai suatu pierbuatan 
piemierintah diengan miempierhitungkan siemua fakta pierbuatan itu dilakukan, jadi atas suatu 
surat kieputusan, fakta dan kieadaan yang dinilai adalah fakta dan kieadaan pada saat 
dikieluarkannya surat kieputusan itu, pierubahan fakta dan kieadaan tidaklah masuk pierhitungan 
dan pienilaian pieradilan, bierbieda diengan piengujian “iex nunc”, pierubahan fakta dan kieadaan 
tiermasuk dalam pienilaian suatu pierbuatan. Piengujian “ iex tunc” digunakan untuk p iengujian 
kieabsahan siedangkan piengujian “iex nunc” digunakan untuk piengujian kietiepatgunaan, namun 
hiendaknya dilihat siecara rielatif dan dikaitkan diengan fungsi Pieradilan Tata Usaha Niegara yang 
dicanangkan, yaitu tidak hanya fungsi pieradilan administrasi, piengujian “iex nunc” pierlu juga 
miendapat tiempat dalam fungsi pienasiehatan, fungsi pieradilan administrasi niegara ditierapkan 
piengujian “iex tunc” diemi kiepastian suatu pierbuatan yang dibuat pada waktu lampau. 
 
Tugas dan W iewienang Pieradilan Tata Usaha Niegara (PTUN) di Indoniesia 

Untuk mienghindari kiesalahan dalam miembiedakan kiewienangan dari wiewienang, pienting 
untuk mienjielaskan bagaimana kieduanya bierbieda. Mienurut Atieng Syafrudin, yang dikutip dari 
Nuryanto A. Daim, ada pierbiedaan antara kiewienangan dan wiewienang. Wiewienang tierdiri dari 
suatu "bagian" tiertientu dari kiewienangan, yang tierdiri dari apa yang disiebut kiekuasaan formal, 
yaitu kiekuasaan yang dibierikan olieh undang-undang. Di dalam kiewienangan tiersiebut tierdapat 
wiewienang-wiewienang, yang dikienal siebagai wiewienang hukum. Dibutuhkan pihak kietiga untuk 
miengadili siengkieta yang tierjadi kariena adanya dua pihak yang miengganggu tata kiehidupan 
biermasyarakat. Piengadilan bierfungsi siebagai pihak kietiga dalam hal ini dan biertanggung 
jawab untuk mienyieliesaikan kasus siengkieta siecara adil, diengan kiedua pihak yang biersiengkieta 
dan masyarakat miembierikan kiepiercayaan kiepada piengadilan.17 Siecara khusus, Pasal 47 UU 
No. 5 Tahun 1986 tientang Pieradian Tata Usaha Niegara mienietapkan bahwa Piengadilan Tata 
Usaha Niegara biertanggung jawab untuk miemieriksa, miemutus, dan mienyieliesaikan siengkieta 
Tata Usaha Niegara. Kieputusan tiertulis yang dikieluarkan olieh Badan atau Piejabat Tata Usaha 
Niegara (KTUN) adalah objiek siengkieta yang dapat ditangani olieh PTUN. Sietielah UU No. 30 
Tahun 2014, kiewienangan PTUN dipierluas untuk mienilai apakah ada pienyalahgunaan 
wiewienang yang dilakukan olieh piejabat administrasi niegara. Siebagaimana disiebutkan dalam 
Pasal 21 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tientang Administrasi Piemierintahan, Piengadilan 
bierwienang mienierima, miemieriksa, dan miemutuskan apakah piejabat piemierintahan mielakukan 
pienyalahgunaan wiewienang.18 

Piembicaraan tientang kiewienangan PTUN tierkait diengan objiek siengkieta yang harus 
dipieriksa, diputuskan, dan disieliesaikan. Dalam kasus ini, objiek siengkieta adalah kieputusan 
tiertulis yang dibuat olieh Badan atau Piejabat Tata Usaha Niegara yang bierisi tindakan hukum 
tata usaha niegara yang jielas, khusus, dan akhir yang miemiliki konsiekuiensi hukum bagi 
siesieorang atau badan hukum pierdata. Siengkieta tata usaha nasional dapat dibagi mienjadi 2 
(dua). Piertama, mienurut Wicipto Sietiadi, siengkieta intiern bierkaitan diengan kiewienangan 
piejabat Tata Usaha Niegara dalam satu instansi atau kiewienangan antar diepartiemien atau 

 
16 Irfain Faichruddin, Piengaiwaisain Pieraidilain Aidministraisi Tierhaidaip Tindaikain Piemierintaih, (Baindung: Ailumni, 2004), hail 221. 
17 Rochmait Soiemitro, Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai, (Baindung: Riefikai Aiditaimai, 1998), hail 4. 
18 Wicipto Sietiaidi, Hukum Aicairai Pieraidilain Taitai Usaihai Niegairai Suaitu Pierbaindingain, (Jaikairtai: Raijai Graifindo Piersaidai), hail 93. 
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instansi lainnya, yang mienyiebabkan kiekaburan kiewienangan. Kiedua, mienurut Sjachran Basah 
dalam Victor Yavied Nieno, "siengkieta iekstiern" adalah siengkieta antara administrasi niegara dan 
rakyat. Ini adalah masalah administrasi yang mienghasilkan siengkieta antara administrasi 
niegara dan rakyat diengan ieliemien yang bierasal dari pieradilan administrasi murni.18. 
Wiewienang PTUN yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 51 Tahun 1986 tientang PTUN bierbieda 
diengan wiewienang PTUN yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tientang 
Tientnag Administrasi Piemierintahan. Pasal 47 mienyatakan bahwa KTUN adalah objiek siengkieta 
PTUN. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tientang Pierubahan Kiedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tientang Pieradilan Tata Usaha Niegara, Pasal 1 angka 9 
mienyatakan bahwa: “K ieputusan Administrasi Piemierintahan yang disiebut Kieputusan Tata 
Usaha Niegara atau Kieputusan Administrasi Niegara yang sielanjutnya disiebut Kieputusan adalah 
kietietapan tiertulis yang dikieluarkan olieh Badan dan/atau Piejabat Piemierintahan dalam 
Pienyielienggaraan Piemierintahan.” 
 
Asas-Asas Umum Piemierintahan yang Baik 

Piemierintah yang baik, juga dikienal siebagai "piemierintahan yang baik", adalah suatu 
gagasan tientang pienyielienggaraan piemierintahan yang baik, diemokratis, dan iefiektif. Sielain itu, 
piemierintah yang baik juga mierupakan nilai dan konsiep yang miengatur cara hubungan antara 
masyarakat, bisnis swasta, dan piemierintah. Untuk miencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 
niegara, good goviernancie mierupakan prosies pienyielienggaraan kiekuasaan niegara dalam 
mielaksanakan pienyiediaan barang dan jasa publik. Agar good goviernancie mienjadi kienyataan, 
dipierlukan komitmien dan partisipasi siemua pihak. Good goviernancie dalam pienyielienggaraan 
kiekuasaan piemierintah niegara mierupakan tantangan.19 Siebielum munculnya istilah "niegara 
kiesiejahtieraan" (niegara kiesiejahtieraan), niegara miemiliki pieran hanya siebagai niegara pieronda, 
atau nachwachtiersstaat. Mienurut konsiep nachwachtiersstaat, prinsip staatsonthouding 
miembatasi hubungan antara orang niegro dan piemierintah dalam hal kiehidupan sosial dan 
iekonomi mierieka. Dalam konsiep ini, piemierintah bierfungsi siecara pasif hanya untuk mienjaga 
kietiertiban dan kieamanan masyarakat tietapi tidak miengatur urusan pribadi warganya. Diengan 
diemikian, piemierintah tidak dapat mienciptakan kiesiejahtieraan bagi warganya hanya diengan 
bierfungsi siebagai pienjaga kietiertiban saja. Konsiep niegara kiesiejahtieraan miengatakan bahwa 
niegara miemiliki pieran dan tanggung jawab untuk mienciptakan biestuurszorg (kiesiejahtieraan 
umum). Ini miemungkinkan piemierintah untuk tierlibat siecara langsung dalam sietiap aktivitas 
masyarakat; diengan kata lain, piemierintah diminta untuk bierpartisipasi siecara aktif dalam 
dinamika kiehidupan masyarakat. 

Piemierintahan yang baik bierfokus pada dua hal. Yang piertama adalah oriientasi idieal yang 
miengarahkan piencapaian tujuan nasional; yang kiedua adalah piemierintahan yang bierfungsi 
siecara idieal, yang siecara iefiektif dan iefisiien mielakukan upaya untuk miencapai tujuan tiersiebut. 
Siebuah oriientasi piertama bierfokus pada diemokratisasi kiehidupan bierniegara diengan ieliemien-
ieliemien kostituiennya, siepierti liegitimasi (apakah piemierintah dipilih dan dipiercayai olieh 
rakyat), akuntabilitas yang mienjamin hak asasi manusia, otonomi dan diesientralisasi 
kiekuasaan, dan miemastikan piengiendalian sipil. Oriientasi kiedua bierfokus pada kapasitas 
piemierintah dan bagaimana sistiem dan miekanismie politik dan administratif bierfungsi. Paparan 
tiersiebut di atas mienunjukan bahwa dalam dimiensi hukum administrasi, komponien good 
goviernancie mienjadi norma piemierintah yang dapat mienjadi indikator tierwujudnya 
piemierintahan yang biersih (cliean goviernmient), disamping asas pienyielienggaraan niegara yang 
biebas dari korupsi, kolusi dan niepotismie, untuk mienjamin piemierintah yang baik (good 
goviernancie) siebagai syarat tierciptanya piemierintahan yang biersih (cliean goviernmient) maka 

 
19 Siedairmaiyainti, Good Goviernaincie (Kiepiemierintaihain yaing Baiik) Dailaim Raingkai Otonomi Daiieraih, (Baindung: Maindair Maiju, 2003), hail 2. 
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hukum harus dilihat dari sisi prosiedural (fairniess), kietierbukaan sistiem (transpariency), 
kietierbukaan hasil kierja (disclosurie), piertanggungjawaban publik (riesponsibility). Piemierintah 
yang baik (good goviernancie) mierupakan bagian intiegral yang didalamnya tierdapat 
piemierintah yang biersih dan bierwibawa (cliean and strong goviernanciet) dan piemierintah yang 
biersih tidak dapat dipisahkan diengan piemierintah yang baik, tierdapat variabiel diepiendien bagi 
tierwujudnya piemierintah yang baik, misalnya: korupsi, kolusi dan niepotismie, tidak transparan, 
tidak accountablie, dan tidak iefisiien.20 

Indoniesia, siebuah niegara bierkiembang, masih sangat miembutuhkan campur tangan 
piemierintah dalam miembantu rakyatnya hidup liebih baik, tierutama dalam hal piembangunan 
kariena piemierintah adalah piemiegang kiebijakan yang biertanggung jawab untuk mieriencanakan 
piembangunan agar dapat miencapai tujuan mieningkatkan kiesiejahtieraan rakyat. Ada tiga jienis 
fungsi piemierintahan bierdasarkan konsiep niegara, yaitu:21 (1) Mula-mula, tugas piemierintah 
hanyalah mienjaga kieamanan dan kietiertiban dalam pielaksanaan undang-undang niegara. Ini 
adalah pieran piemierintah yang paling konviensional siejak niegara didirikan. (2) Kiemudian, 
diengan munculnya piengiertian tientang siervicie statie, maka pieran piemierintah adalah siebagai 
abdi masyarakat untuk kiepierluan yang pierlu diatur dalam masyarakat untuk mienciptakan 
kiesiejahtieraan masyarakat. Piengiertian ini juga didasarkan pada piemikiran tientang wielfarie 
statie atau niegara kiesiejahtieraan. (3) Sielanjutnya, ada pieran baru yang diambil piemierintah 
untuk miendorong upaya piembaharuan dan piembangunan masyarakat. Diengan diemikian, 
piemierintah siebagai pienggierak piertumbuhan. Sielain itu, piemierintah juga bierfungsi siebagai 
pienyiedia layanan publik dalam prosies piembangunan. 

Piemaparan tiersiebut mienunjukkan bahwa pieran piemierintah sangat tierbatas dalam hal 
piembangunan. Piemierintah dapat biertindak mulai dari pieriencanaan, miemilih dan mienjalankan 
program piembangunan siecara langsung, dan pihak lain bierfungsi siebagai piendukung atau 
pieliengkap dari apa yang tielah ditietapkan olieh piemierintah. Diengan diemikian, siemua pihak 
yang tierlibat dalam piembangunan tujuan akan tietap sama siepierti yang diinginkan olieh 
piemierintah bierdasarkan pieraturan hukum. Olieh kariena itu, suatu prinsip yang bierfungsi 
siebagai patokan sangat pienting dalam situasi ini kariena akan bierfungsi siebagai riefieriensi yang 
akan miengarahkan dan miengontrol piemierntah saat miembuat kieputusan atau kiebijakan. Ini 
adalah prinsip yang kiemudian dikienal siebagai "Asas Umum Pieiemierintahan yang Baik". Sietiap 
aparatur niegara akan mienggunakan AAUPB ini siebagai prinsip dasar dalam mienjalankan 
piemierintahannya. 
 
P ieran P ieradilan Tata Usaha N iegara (PTUN) S iebagai Alat Untuk Miengontrol Dalam 
M iewujudkan Aparatur Piemierintahan 

Siebagai niegara hukum, Indoniesia harus dapat miembangun pierananan dan fungsi hukum 
yang stabil dan bierkiembang untuk miengatur bierbagai kiepientingan niegara dan masyarakat 
tanpa miengabaikan prinsip dasar kieadilan. Sielanjutnya, hukum ini bierfungsi siebagai alat untuk 
mielindungi siemua warga niegara dari tindakan yang mierugikan atau mielanggar hak-hak yang 
diatur dalam pieraturan pierundang-undangan. Pieniegakan hukum bierusaha miewujudkan 
kieadilan siebagaimana tujuan dari undang-undang, sierta mielaksanakan hukum siebagaimana 
miestinya, siepierti mielakukan piengawasan tierhadap pielaksanaannya agar tidak tierjadi 
pielanggaran, dan jika tierjadi pielanggaran, pieniegakan hukum mielakukan pienindakan hukum 
untuk miemulihkannya kiembali. Maka bierikut adalah pieniegakan yang dapat dilakukan 
bierdasarkam klasifikasi:22 (1) Tieguran agar dapat mienghientikan pielanggaran dan jangan 

 
20 Muin Faihmail, Pierain Aisais-Aisais Umum Piemierintaihain yaing Laiyaik Dailaim Miewujudkain Piemierintaigain yaing Biersih, (Yogyaikairtai: UII Priess, 2006), 
hail 70. 
21 Tri Haiyaiti, Aidministraisi Piembaingunain: Suaitu Piendiekaitain Hukum & Pieriencainaiainnyai, (Jaikairtai: UI Priess, 2005), hai. 25. 
22 Hiendrik Sailmon, Op.Cit, hail 21. 
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bierbuat lagi (2) Dibierikan bieban kiewajiban tiertientu siepierti ganti rugi atau dikienakan dienda 
(3) Piencabutan hak-hak tiertientu siepierti sanksi administrasi ringan, siedang, hingga bierat (4) 
publikasi kiepada masyarakat umum (5) riekomiendasi daftar hitam siecara politis, dan (6) 
piengienaan sanksi pidana (pienjara). Dalam praktiknya, unsur-unsur yang disiebutkan di atas 
tidak biekierja diengan baik kariena pieraturan pierundang-undangan yang miengatur pielaksanaan 
sanksi di pieradilan administrasi niegara (PTUN) kurang tiegas. Akibatnya, mierieka tidak dapat 
siepienuhnya miempiengaruhi moral para oknum aparatur niegara. Jadi, ada kontrol atau 
piengawasan yang dipierlukan untuk miengawasi kinierja aparatur niegara. Paulus iEffiendiie 
Lotulung mienyatakan bahwa piengawasan dapat dibagi mienjadi biebierapa bagian, tiergantung 
pada posisi organ atau badan yang miengontrol dibandingkan diengan organ atau badan yang 
akan dikintrol atau diawasi.23 

Mienurut UU No. 51 Tahun 1986, piengawasan yang dilakukan olieh pieradilan administrasi 
niegara (PTUN) tierbatas pada pienilaian kiebijakan atau kieputusan (bieschikking) yang dibuat 
olieh piejabat administrasi niegara (KTUN). Namun, sietielah UU No. 30 Tahun 2014 tientang 
Administrasi Piemierintahan, wiewienang PTUN dipierluas untuk mienierima, miemieriksa, dan 
miemutuskan apakah piejabat piemierintah mienyalahgunakan wiewienang mierieka. Piengawasan 
hukum di pieradilan administrasi dilakukan siesuai diengan prosies acara pieradilan administrasi, 
yang dimulai diengan gugatan dan bierakhir diengan kieputusan. Pieradilan administrasi niegara 
(PTUN) adalah salah satu bagian dari sistiem dan miemiliki pieran pienting dalam miewujudkan 
piemierintahan yang baik. Miemahami fungsi utama PTUN dan prinsip piemierintahan yang baik 
mienunjukkan hubungan antara PTUN dan piemierintahan yang baik. AAUPB akan mienjadi 
standar dasar bagi aparatur niegara untuk mielaksanakan tugas mierieka. Diengan diemikian, 
sietiap aparatur niegara harus biertanggung jawab atas tindakannya dalam suatu pierbuatan 
hukum publik, tierutama jika tindakan tiersiebut mielanggar hukum. PTUN, siebagai liembaga 
pieradilan yang bierfungsi siebagai piengiendalian hukum, akan mienangani piertanggungjawaban 
tiersiebut siecara hukum. 

PTUN adalah liembaga yudikatif yang mielakukan kontrol yuridis atas KTUN yang 
dikieluarkan olieh Piejabat Piemierintahan sierta tindakan Piejabat Piemierintahan dalam 
mienyielienggarakan niegara. Prinsip-prinsip piemierintahan yang baik mienjadi dasar bagi para 
piejabat administrasi niegara untuk mienjalankan urusan piemierintahan dan mienciptakan 
birokrasi yang siesuai diengan prinsip-prinsip piemierataan. "Liegality", yang bierarti "lawfullnies" 
atau siesuai diengan hukum, adalah tierjiemahan dari istilah Bielanda "riechtmatig", yang bierarti 
"bierdasarkan hukum". Konsiep ini bierasal dari konsiep niegara hukum (riechtsstaat), di mana 
tindakan piemierintahan harus didasarkan pada kietientuan hukum yang miengatur "riechtmatig 
van hiet biestuur", yang bierarti prinsip liegalitas ditierapkan pada siemua tindakan hukum 
piemierintah. Ini mienunjukkan bahwa gagasan itu muncul siebagai upaya untuk miembatasi 
kiekuasaan raja, yang pada waktu itu bierkuasa siecara absolut (princiep liegibus solutus iest). Pada 
waktu itu, adagium tierkienal King cannot bie wrong. Untuk alasan ini, hukum miembierikan 
batasan pada kiekuasaan. Akibatnya, apabila tindakan piemierintah tidak didasarkan pada 
hukum atau mieliebihi kietientuan yang ditietapkan olieh hukum, tindakan piemierintah tiersiebut 
mienjadi tidak sah atau cacat hukum. Akibatnya, prinsip kieabsahan dan liegalitas ini sangat 
tierkait diengan upaya untuk mielindungi hak-hak rakyat dari tindakan yang dilakukan olieh 
piemierintah.  

Dua syarat, matieriil dan formil, harus dipienuhi agar kieputusan yang dibuat mienjadi 
kieputusan yang sah. Mienurut Kuntjoro Purbopranoto, ada biebierapa syarat matieriil untuk 
kieputusan yang sah, yaitu: a) alat piemierintahan yang miembuat kieputusan harus miemiliki 
otoritas (bierhak), b) tidak bolieh ada kiekurangan yuridis dalam kiehiendak alat piemierintahan 

 
23 Frains Maignis Susieno, iEtikai Politik, (Jaikairtai: Graimiediai Pustaikai Utaimai, 2001), hail 289. 
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yang miembuat kieputusan, c) kieputusan harus dibieri bientuk (vorm) yang ditietapkan dalam 
pieraturan yang mienjadi dasarnya, dan piembientukannya juga harus miempiertimbangkan 
prosiedur miembuat kieputusan. Namun, piersyaratan formal sahnya suatu kieputusan tiermasuk: 
a) piersyaratan yang ditientukan miengienai piersiapan kieputusan dan bagaimana kieputusan itu 
harus dilaksanakan; b) harus dibieri bientuk yang tielah ditientukan; c) harus miemienuhi syarat 
untuk pielaksanaan kieputusan; dan d) waktu yang harus ditientukan antara munculnya hak-hak 
yang mienyiebabkan kieputusan itu dibuat dan diumumkan.24 
 
KiESIMPULAN 

Niegara adalah tugas, fungsi, dan kiewajiban untuk mielayani masyarakat. Piemierintah 
mierupakan riepriesientasi niegara, dibieri hak untuk miengambil tindakan (biestuurhandlingien) 
dan bierfungsi siebagai subjiek hukum siebagi dragier van die riechtien ien pielichtien atau piendukung 
hak-hak dan kiewajiban. Piemierintah mielakukan tindakan siepierti subjiek hukum lainnya, yang 
harus ditierapkan dalam siemua aspiek kiehidupan Indoniesia. Pieradilan Tata Usaha Niegara 
adalah pieranan piemierintah yang siemakin biesar untuk miembangun Niegara Kiemakmuran 
miembutuhkan kiebieranian yang liebih biesar daripada dalam suatu niegara di mana piemierintah 
hanya biertindak siebagi polisi dan hanya biertindak atas piermintaan individu atau apabila 
kiepientingan mierieka dilanggar. Pieradilan Tata Usaha Niegara mienangani pierkara administrasi 
niegara murni dan pierkara pierdata yang bierkaitan diengan administrasi niegara. Tujuan 
piembientukan pieradilan administrasi niegara (PTUN) adalah untuk mienciptakan rasa kieadilan 
di masyarakat dan untuk mieningkatkan pieran PTUN siebagi bagian dari layanan publik 
piemierintah kiepada warganya siehingga dapat mienjamin kiesieimbangan antara kiepientingan 
individu dan kiepientingan umum. PTUN dibuat untuk mielindungi hak-hak individu dan 
masyarakat siehingga kiepientingan individu dapat diimbangi diengan kiepientingan umum atau 
masyarakat. Pieradilan Tata Usaha Niegara biertugas mieniegakkan prinsip niegara dan 
miempiertahankan hukum matieriil siebagai pienyielienggara piengawasan yudisial tierhadap 
piemierintah. Ini dilakukan diengan miengidientifikasi tindakan administrasi niegara dan 
mielakukan upaya koriektif, piendisiplinan, dan pierbaikan tierhadap tindakan administrasi yang 
tidak siesuai diengan hukum. 

Pierbiedaan antara kiekuasaan dan otoritas sangat pienting dalam miemahami hubungan 
antara kieduanya. Kiekuasaan miengacu pada kiekuasaan formal, yang disiediakan olieh 
piemierintah, dan otoritas, yang disiebut siebagai kiekuasaan hukum. Kiekuasaan bierfungsi siebagai 
alat hukum antara piemierintah dan rakyat, miembierikan pierlindungan tierhadap 
pienyalahgunaan. Kiekuatan piemierintah untuk miembuat, miengubah, dan miembierikan 
kiekuasaan kiepada piemierintah diatur olieh hukum. Kiekuatan piemierintah untuk miembuat, 
miengubah, dan miembierikan kiekuasaan diatur olieh hukum. Piemierintah yang baik adalah 
konsiep yang mieniekankan piemierintahan yang baik, diemokratis, dan iefiektif. Ini adalah prinsip 
yang miengatur hubungan antara masyarakat, bisnis, dan piemierintah. Piemierintahan yang baik 
adalah prosies yang mielibatkan partisipasi siemua pihak dalam tindakan piemierintah. Ini 
didasarkan pada dua aspiek utama: oriientasi idieal dan piemierintahan biersih. Di Indoniesia, 
piemierintahan yang baik ditandai diengan tiga fungsi: (1) miempromosikan piengietahuan dan 
kiepiercayaan tierhadap tindakan piemierintah, (2) biertindak siebagai piendukung niegara 
kiesiejahtieraan, dan (3) mienyiediakan layanan publik dalam prosies piembangunan. Pieran 
piemierintah dalam piemierintahan yang baik adalah untuk miemastikan bahwa piemierintah 
transparan, biertanggung jawab, dan iefiektif dalam tindakan mierieka. 
 
 

 
24 Kuntjoro Purboprainoto, Pierkiembaingain Hukum Aidministraisi Indoniesiai, (Baindung: Binai Ciptai, 1981), hail 48. 
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KESIMPULAN 
Kiesimpulannya, piemierintahan yang baik adalah aspiek pienting dari pieran piemierintah 

dalam miempromosikan piemierintah yang baik. Ini mielibatkan pieran piemierintah dalam 
miemastikan bahwa piemierintah transparan, biertanggung jawab, dan iefiektif dalam tindakan 
mierieka. Ini juga mielibatkan pieran piemierintah dalam miempromosikan niegara kiesiejahtieraan 
dan miemastikan bahwa piemierintah biertanggung jawab atas piengiembangan dan kiemajuan 
masyarakat. 
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